PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN GIZI
NASIONAL TERHADAP KORBAN KERACUNAN
DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Qi)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

SILVANI NURHALIZA, S.H.
24203011007

PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

MAGISTER ILMU SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026



SURAT PENGESAHAN

j KEMENTERIAN AGAMA
(L J UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
u rJ FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-822/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul :PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN GIZI NASIONAL TERHADAP
KORBAN KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILVANI NURHALIZA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011007

Telah diujikan pada : Senin, 29 Juni 2026

Nilai ujian Tugas Akhir A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

WE  Keta Sidang/Penguji |

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Penguji 111

Dr. Ach. Tahir, S.H.L, S.H., LLM., M.A.
SIGNED

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'sh dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodigin, M.Ag.
£ SIGNED
Valid ID: 6a574a2169ac0

71 15/07/2026



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Silvani Nurhaliza
NIM 124203011007

Prodi : Magister Ilmu Syari’ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya
sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika
di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap

ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2026 M
02 Muharram 1448 H
Saya yang menyatakan,

“Silvani Nurhaliza, S.H
NIM. 24203011007

il



SURAT PERSETUJUAN TESIS

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: . Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614

AN A ey Yogyakarta 55281
SUNAN KALIJAG ———

YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Silvani Nurhaliza, S.H.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan

seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Silvani Nurhaliza
NIM 124203011007
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Badan Gizi Nasional Terhadap

Korban Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta scbagai salah satu syarat
memperolch gelas Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas

dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wi Wb.

Yogyakarta, 04 Juni 2026 M
18 Dzulhijjah 1447 H
Pembimbing,
< D
- )

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

iii



ABSTRAK

Kesehatan gizi merupakan fondasi utama pembangunan
sumber daya manusia, yang diwujudkan oleh pemerintah
melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibawah
pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun bertujuan
mulia, namun pelaksanaan program ini menghadapi tantang
serius berupa insiden keracunan massal yang menimpa ratusan
siswa di berbagai daerah termasuk di Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Sleman. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran
publik, trauma kolektif, dan penurunan kepercayaan
masyarakat. Problematika utama yang dikaji dalam penelitian
ini adalah kekosongan norma, peraturan yang sudah ada belum
secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban
hukum yang berpotensi menimbulkan impunitas dan
ketidakpastian hukum bagi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika
pertanggungjawaban hukum dalam Program MBG, urgensi
pembentukan peraturan khusus, serta tinjauan siyasah
tasyri ‘iyyah terhadap pembentukan peraturan
pertanggungjawaban hukum BGN dalam Program MBG di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-
analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan
melalui observasi dengan mencari informasi melalui web
ataupun berita, wawancara dengan pihak-pihak Petugas
Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta guru-guru
sekolah SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari I Yogyakarta,
SMPN 1 Mlati, dan SDN Tirtoadi, dan dokumentasi. Teknik
analisis data dilakukan melalui lima tahap menurut Creswell,
yakni pengumpulan, reduksi, klasifikasi, pemetaan, dan
analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesenjangan
dalam mekanisme operasional, mekanisme operasional yang
ada saat ini belum efektif dalam menjamin keamanan pangan,
sementara instrumen hukum setingkat Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Peraturan Presiden (Perpres) belum cukup
kuat wuntuk memberikan perlindungan hukum serta
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memfasilitasi akses keadilan bagi korban keracunan.
Berdasarkan perspektif sociological jurisprudence dan
siyasah tasyri‘iyyah, pembentukan regulasi khusus setingkat
undang-undang mengenai pertanggungjawaban hukum BGN
merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan
hukum, meminimalisir risiko, dan menjamin kemaslahatan
serta perlindungan jiwa (Hifz al-nafs) bagi penerima manfaat.
Penelitian ini berkontribusi secara konseptual dan normatif
bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik yang lebih
responsif, berkeadilan, memberikan kepastian hukum dalam
tata kelola program pemenuhan gizi nasional, serta
perlindungan hukum bagi penerima manfaat program.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi (MBG), Badan Gizi
Nasional (BGN), keracunan, sociological jurisprudence,
siyasah tasyri ‘iyyah.



ABSTRACT

Nutritional health is the primary foundation of human
resource development, realized by the government through the
Free Nutritious Meals Program (MBG) under the management
of the National Nutrition Agency (BGN). Despite its noble
goals, the program's implementation faced serious challenges
in the form of mass poisoning incidents affecting hundreds of
students in various regions, including Yogyakarta City and
Sleman Regency. This situation has given rise to public
concern, collective trauma, and a decline in public trust. The
main problem examined in this research is the lack of norms;
existing regulations do not explicitly regulate legal
accountability mechanisms, potentially leading to impunity
and legal uncertainty for victims.

This research aims to analyze the challenges of legal
accountability in the MBG Program, the urgency of
establishing  specific  regulations, and the Siyasah
Tasyri‘iyyah's review of the formation of BGN legal
accountability regulations within the MBG Program in the
Special Region of Yogyakarta. This research is a descriptive-
analytical field study with a juridical-empirical approach.
Data were collected through observation, searching for
information on the web and in the news, interviews with
Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) officers and
teachers of SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari I Yogyakarta,
SMPN 1 Mlati, and SDN Tirtoadi and documentation. Data
analysis techniques were conducted through five stages
according to  Creswell: data collection, reduction,
classification, mapping, and analysis.

The results of the study indicate that there are gaps in
operational mechanisms, the current operational mechanisms
are not yet effective in ensuring food safety, while legal
instruments such as Standard Operating Procedures (SOP)
and Presidential Regulations (Perpres) are insufficient to
provide legal protection and facilitate access to justice for food
poisoning victims. Based on the perspectives of sociological
Jjurisprudence and siyasah tasyri‘iyyah, the establishment of
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special regulations at the level of law regarding the legal
accountability of BGN is an urgent need to fill the legal
vacuum, minimize risks, and guarantee the welfare and
protection of life (Hifz al-nafs) for beneficiaries. This research
contributes conceptually and normatively to the government in
developing more responsive and equitable public policies,
providing legal certainty in the governance of the national
nutrition fulfillment program, and legal protection for
program beneficiaries.

Keywords: Nutritious Meal Program (MBG), National
Nutrition  Agency  (BGN),  Poisoning,  Sociological
Jurisprudence, Siyasah Tasyri ‘iyyah.
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MOTTO

“You get to do things that you're scared of and that's think

when the most growth happens”

Maudy Ayunda
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai
dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal
10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak tidak
dilambangkan dilambangkan
- Ba’ B be
o Ta’ T te
& Sa’ S es (dengan titik di
atas)
z Jim J je
c Ha’ H h (d@ngan titik
dibawah)
& Kha’ Kh ka dan ha
> Dal D de
5 Zal Z Z (dengan titik di
atas)
5 Ra’ R er
B Zai Z zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye




e Sad S es (dengan titik di
bawah)

o Dad D de (dengan titik di
bawah)

L T& t te (dengan titik di
bawah)

L 7a’ z zet (dengan titik di
bawah)

¢ ‘Ain \ Koma terbalik di

atas

¢ Gain G ge

) Fa’ F ef

3 Qaf Q qi

4 Kaf K ka

J Lam L ‘el

. Mim M ‘em

o Nun N ‘en

5 Waw W w

» Ha’ H ha

s Hamzah ¢ apostrof

¢ Ya’ Y ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

ditulis

Sunnah

ditulis

Ullah
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C. Ta’ Marbiitah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis dengan %

B2l Ditulis al-Ma’idah
La3lu) Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 4

calllall 45 lia ditulis Mugaranah al-
Mazahib
D. Vokal Pendek
1 : fathah ditulis a
2 - kasrah ditulis i
3 E dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis a
Oleaaia) ditulis Istihsan
fathah + ya’ mati ditulis a
b ditulis Unsa
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3 Kasrah + ya’ mati ditulis z
skl ditulis Al-‘Alwani
4 Dammah + wau ditulis U
mati ditulis ‘Ulum
sl
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya’ mati ditulis Ai
PP ditulis Gairihim
2 | fathah + wawu mati ditulis Au
JsA ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof

@l'\“ ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
A SS el ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah

ol Al

ditulis

al-Qur’an

ool

-

ditulis

al-qiyds

2. Bila diikuti huruf

syamsiyyah ditulis dengan

menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya,

serta menghilangkan huruf (el) nya.
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Al )l ditulis Ar-Risalah

¢Luaill ditulis An-Nisa’

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

IV Jal ditulis Ahl ar-Ra’yi
Ll Jal ditulis Ahl as-Sunnah
Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak
dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam
EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri
bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
Sioal 8 O S Al ) Gman e Syahru Ramadan al-lazi

unzila fihi al-Qur’an
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K. Pengecualian

1.

3.

4,

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia
dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,
misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun
sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-
Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan sebagainya.
Nama pengarang yang menggunakan nama Arab,
tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf
Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata
Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif

dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

) ) A e
LY ;}J.&T P f)/\.wj\j My el o, & e

Aoy Ll L opaanl sy AT Loy e Bt cnles My
Puji dan rasa syukur hanya bagi Allah SWT, yang telah
melimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa kita
hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta
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Dengan ucapan Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali

Muhammad.
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yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
BADAN GIZI NASIONAL TERHADAP KORBAN
KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. Tentu
saja dalam penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari dukungan
serta do'a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung
maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
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Yogyakarta yang telah mengembangkan kampus tercinta
ini.
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11.

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., yang telah memberikan ilmu dan
wawasannya kepada penulis.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan gizi merupakan salah satu fondasi utama
dalam pembangunan sumber daya manusia. Indonesia
mengalami tantangan besar dalam hal gizi, seperti
stunting, wasting, dan malnutrisi yang dialami oleh
beberapa anak dibeberapa wilayah terutama dikalangan
masyarakat miskin dan rentan. Menurut data Survei Status
Gizi Indonesia (SSGI), tingkat prevalensi stunting secara
nasional memperlihatkan adanya penurunan dari 21,5%
pada tahun 2023 menjadi menjadi 19,8% pada tahun 2024.
Meskipun demikian, pemerintah menargetkan penurunan
angka stunting nasional hingga 14,2% pada tahun 2029.
Target ini dinilai cukup menantang mengingat masih
terdapat enam provinsi dengan jumlah balita stunting
terbanyak meliputi Jawa Barat sebanyak 638.000 balita,
jawa Tengah sebanyak 485.893 balita, Jawa Timur
sebanyak 430.780 balita, Sumatera Utara sebanyak
316.456 balita, Nusa Tenggara Timur sebanyak 214.143
balita, dan Banten sebanyak 209.600 balita.

'Aji Muhawarman, “SSGI 2024: Prevelensi Stunting Nasional Turun
Menjadi 19,8%,” Kemenkes, https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-
stunting-nasional-turun-menjadi-198, diakses pada tanggal 25 September
2025.


https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198
https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198

Mengatasi ~ permasalahan  stunting  tersebut,
pemerintah Indonesia membuat Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional
(BGN). Program ini diamanatkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi
Nasional. Program Makan Bergizi Gratis pertama kali
diluncurkan dalam kampanye pemilu pada tanggal 14
Februari 2024 oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden
periode (2024-2029) yaitu Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka yang disahkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU). Dalam kampanyenya mereka membentuk
suatu program yaitu menyediakan Makan Bergizi Gratis
bagi pelajar di Indonesia, dalam visi misi mereka yaitu
“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas
2045”2

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 83 Tahun 2024, “Badan Gizi Nasional
(BGN) didefinisikan sebagai lembaga pemerintahan yang
dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dengan tugas
utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional”.?

Kebijakan Makan Bergizi Gratis ini juga menjadi bentuk

2Afifah Andin et al., “Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program
Makan Bergizi Gratis,” IJEDR: Indonesian Journal of Education and
Development Research 3, no. 1 (2025): 373.

3Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024
Tentang Badan Gizi Nasional.



konkret pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara khusus hal
ini tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan
bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.”* Namun dinamika yang
terjadi saat ini terlaksananya Program Makan Bergizi
Gratis beserta dengan unsur kesehatan yang perlu
dikhawatirkan.

Program Makan Bergizi Gratis ini sudah berjalan
terhitung sejak 6 Januari 2025 dengan sasaran awal 600
ribu penerima manfaat di 26 provinsi yang meliputi siswa
sekolah dasar hingga menengah, serta ibu hamil dan

> Namun dalam beberapa bulan terakhir

menyusul.
pelaksanaan Makan Bergizi Gratis mendapat sorotan
tajam setelah muncul laporan-laporan keracunan massal
di berbagai sekolah. Keracunan makanan akibat Makan
Bergizi Gratis telah berdampak pada ribuan siswa,
meyebabkan gejala seperti mual, pusing, diare bahkan ada

yang memerlukan perawatan intensif. Insiden ini tentu

“Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hak Anak Di Dalam
Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia,” Lex Jurnalica 15, no. 1
(2018): 32.

SAmril and Hasan Sazali, “Formulasi Regulasi Dan Kebijakan
Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi Pada
Program Makan Bergizi Gratis,” Jurnal Indonesia: Manajemen
Informatika Dan Komunikasi 6, no. 3 (2025): 1671.



tidak hanya menimbulkan kekhawatiran publik, tetapi
juga menjadi sorotan serius bagi pemerintah dan pihak
terkait. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak
hidup dan kesehatan warganya termasuk anak. Maka dari
itu muncul dimensi hukum yang perlu dijawab, apabila
terjadi  kerugian seperti keracunan massal akibat
penyelenggara Makan Bergizi Gratis, siapa yang akan
bertanggung jawab secara hukum? Kekurangtegasan pada
titik-titik  ini  memperbesar peluang impunitas dan
kesulitan pada penegakan hukum.

Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan yang merupakan revisi dari Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 Ayat
(1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk
meningkatkan serta mengembangkan upaya kesehatan
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
kepada masyarakat® Oleh karena itu sudah semestinya
perihal Program Makan Bergizi Gratis ini diatur
sedemikian rinci dalam perundang-undangan agar
terdapat kepastian hukum jika suatu saat nanti terdapat

ketidaksesuaian.

%Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.



Kasus keracunan massal yang diakibatkan oleh
Program Makan Bergizi Gratis mengakibatkan
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program
pemerintah jika keselamatan penerima manfaat tidak
terjamin. Dampak psikologis pada orang tua, anak, trauma
kolektif, dan penurunan partisipasi dalam program dapat
mengurangi efektivitas terhadap program jangka panjang.

Jika ditinjau dalam ranah pemerintah Program Makan
Bergizi Gratis ini tentunya menjadi kapasitas pemerintah
baik pusat maupun daerah agar menyusun program gizi
khususnya yang diperuntukkan sesuai dengan tingkatan
peserta didik yang akan di realisasikan, anak usia dibawah
lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Dinamika
selanjutnya dalam Program Makan Bergizi Gratis yaitu
masih belum efektif dan efisiennya terhadap pembagian
dan pemerataan dalam merealisasikan program, bahkan
diluar prediksi yang diangankan, yaitu terjadi keracunan
di berbagai daerah yang membuat program ini menjadi
program yang tidak diinginkan oleh masyarakat luas.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Daerah Istimewa
Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten
Sleman. Dalam gambaran umum yang penulis dapatkan
dalam penelitian yaitu terdapat keracunan yang terjadi di
daerah Kota Yogyakarta Kecamatan Wirobrajan di Desa
Pakuncen, ada 426 siswa SMA Negeri | Yogyakarta yang



mengalami keracunan Program MBG pada tanggal 15
Oktober 2025.7 Hal serupa juga terjadi di daerah
Kabupaten Sleman Kecamatan Mlati pada Rabu tanggal
13 Agustus 2025 terdapat 4 sekolah yang terdampak yaitu
SMP Muhammadiyah 1 Mlati yang terletak di Desa
Sendangadi dan 3 sekolah lainnya terletak di Desa
Tlogoadi yaitu, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, SMP
Negeri 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati dengan total
siswa keracunan 212 siswa. Dari total korban, sebanyak
113 siswa mendapatkan penanganan medis di puskesmas,
19 siswa menjalani perawatan inap di RSUD Sleman, 3
siswa dirawat di RSA UGM. Sementara itu, siswa lainnya
hanya mengalami gejala ringan.®

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 yang
menjadi landasan hukum penyelenggaraan Program
Makan Bergizi Gratis belum secara tegas mengatur
mekanisme  pertanggungjawaban  hukum  maupun
ketentuan sanksi yang dapat dikenakan kepada penyedia
makanan apabila terjadi pelanggaran atau kerugian dalam

pelaksanaan program baik dalam bentuk sanksi

"Humas Pemda DIY, https://jogjaprov.go.id/berita/detail-
berita/keracunan-mbg-sma-teladan-sppg-wajib-lakukan-laporan-rutin-
dan-sertifikasi, diakses pada tanggal 02 Februari 2026

8Maya Herawati, “Keracunan Massal MBG Di Sleman Jadi KLB, Ini
Kata Dinkes DIY,” Harian Jogja, n.d.,
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/08/29/510/1226169/keracu
nan-massal-mbg-di-sleman-jadi-klb-ini-kata-dinkes-diy, —diakses pada
tanggal 29 September 2025.


https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/keracunan-mbg-sma-teladan-sppg-wajib-lakukan-laporan-rutin-dan-sertifikasi
https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/keracunan-mbg-sma-teladan-sppg-wajib-lakukan-laporan-rutin-dan-sertifikasi
https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/keracunan-mbg-sma-teladan-sppg-wajib-lakukan-laporan-rutin-dan-sertifikasi
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/08/29/510/1226169/keracunan-massal-mbg-di-sleman-jadi-klb-ini-kata-dinkes-diy
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/08/29/510/1226169/keracunan-massal-mbg-di-sleman-jadi-klb-ini-kata-dinkes-diy

administratif, perdata maupun pidana serta belum adanya
mekanisme ganti rugi. Kekosongan regulasi tersebut
berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi
masyarakat yang menjadi korban kasus keracunan.
Insiden keracunan massal yang terjadi di daerah Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memperlihatkan
belum efektif dan efisiennya regulasi dan tata kelola
dalam Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi alasan
perlu adanya suatu aturan yang benar-benar khusus atau
aturan yang mempertegas penanganan kasus jika terjadi
permasalahan dengan pembentukan regulasi khusus
pertanggungjawaban hukum berupa Undang-undang
terkait siapa yang akan bertanggungjawab penuh jika
terjadi permasalahan dan yang menjadi dasar pelaksanaan
serta terdapat kepastian hukum dalam melaksanakan
program tersebut.

Menyikapt kekosongan regulasi ini, kajian ini
berpandangan bahwa perlu adanya konstruksi hukum
yang inovatif dan adaptif sebagaimana hukum seharusnya
dibentuk serta menjadi ide atau terobosan baru agar
dibentuknya sebuah regulasi berdasarkan konteks dan
dinamika sosial guna menjamin keadilan bagi korban.
Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
memperkuat perlunya konstruksi pertanggungjawaban

yang adaptif dan mempertimbangkan konteks daerah,



sehingga penyelesaian kasus tidak hanya berbasis
sentralistik (pusat) tetapi juga efektif di tingkat lokal.
Argumentasi ini mendukung perlunya sebuah kerangka
hukum baru yang secara tegas menjelaskan mekanisme
pertanggungjawaban hukum oleh Badan Gizi Nasional
sebagai penanggung jawab utama program demi
kepentingan publik dan penegakan prinsip keadilan.’
Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
memperlihatkan bahwa penelitian mengenai tanggung
jawab terhadap kasus keracunan dalam Program Makan
Bergizi Gratis menitikberatkan penelitian pada perspektif
perundang-undangan dengan metode normatif, misalnya
penelitian yang diakukan oleh Amy Shientiarizki, Fajar
Rachmad Dwi Miarsa, dan Ahmad Heru Romadhon
mereka menyoroti persoalan tanggungjawab berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. '

’Muhammad Nur et al., “From Text to Context: The Role of Kyai in
Shaping Modern Islamic Inheritance Law,” Al-Manahij: Jurnal Kajian
Hukum Islam 19, no. 1 (2025): 32—44.

YAmy Shientiarizki, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Ahmad Heru
Romadhon, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan
Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang
Diterima,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026): 5213.



Namun, belum ada penelitian yang secara khusus
membahas terkait seberapa penting dan urgent nya sebuah
regulasi pertanggungjawaban ini untuk segera diadakan
dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya keracunan
dimasa yang akan datang, dengan melihat langsung
fenomena kasus keracunan dilapangan menggunakan
metode kualitatif yang di spesifikkan di Daerah Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kondisi ini
menunjukkan adanya gap penting yang membutuhkan
kajian ilmiah lebih mendalam, terutama terkait urgensi
pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme
pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan
Program Makan Bergizi Gratis.

Analisis dari penelitian yang dilakukan ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual
dan normatif dalam rangka penguatan perlindungan
hukum bagi anak sebagai penerima manfaat program.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini relevan baik
secara akademis maupun praktis dalam mendukung

implementasi kebijakan publik yang berkeadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka
penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang
selanjutnya akan dibahas dan dikembangkan dalam

penelitian ini sebagai berikut:
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1. Bagaimana  Problematika  Pertanggungjawaban
Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis di
Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana Urgensi Pembentukan  Peraturan
Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan
Bergizi Gratis?

3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tasyri‘iyyah tentang
Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan

Bergizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk Mengetahui Problematika
Pertanggungjawaban Hukum dalam Program
Makan Bergizi Gratis di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

b. Untuk Mengetahui Urgensi Pembentukan
Peraturan Pertanggungjawaban Hukum dalam
Program Makan Bergizi Gratis.

c. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Tasyri iyyah
tentang Pertanggungjawaban Hukum dalam
Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Istimewa

Yogyakarta.
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2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi
nyata dalam pengembangan bidang kajian
hukum tata negara, khususnya terkait urgensi
pembentukan peraturan perundang-undangan
yang mengatur pertanggungjawaban hukum
dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Kajian ini memperkaya literatur tentang
kebijakan publik, regulasi dan perlindungan hak
masyarakat terutama anak-anak, sekaligus
rujukan akademik mengaitkan teori Siyasah
Tasyri‘iyyah serta nilai Kkonstitusi dengan

kebutuhan nyata masyarakat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini memberi gambaran terkait
persoalaan hukum dalam pelaksanaan Makan
Bergizi Gratis khususnya aspek
pertanggungjawaban hukum, serta masukan
penting bagi pemerintah pusat, daerah dan Badan
Gizi Nasional dalam menyusun kebijakan dan
regulasi yang berkeadilan. Penelitian ini juga

membantu beberapa pihak terkait  seperti
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sekolah, penyedia jasa katering, serta lembaga
pengawas untuk memahami posisi dan tanggung
jawab hukum mereka jika terjadi persoalan
seperti keracunan massal dengan adanya

kejelasan regulasi dan pembagian kewenangan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berfungsi bagi peneliti sebagai alat
pembanding untuk pekerjaan penelitian yang sedang
berlangsung atau yang direncanakan. Dengan merujuk
pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat melihat
kekuatan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan
penulis lain dalam penelitian mereka. Selain itu, terdapat
perbedaan signifikan dalam penelitian sebelumnya yang
membedakan satu penelitian dengan penelitian lainnya.
Untuk menemukan dan memperjelas bahwa penelitian ini
memiliki perbedaan yang sangat penting dengan hasil
penelitian sebelumnya tentang Program Makan Bergizi
Gratis, maka peneliti harus mempertimbangkan dengan
seksama hasil penelitian sebelumnya yang diantaranya
adalah:

Pertama, artikel karya Emirza Nur Wicaksono yang
berjudul “State Accountability For Food Poisoning in The
Implementation of Free Nutritious Food Programs: A
Legal Perspective.” Menganalisis tentang

pertanggungjawaban negara dalam menangani kasus
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keracunan makanan pada implementasi Program MBG
ditinjau dari perspektif hukum. Penelitian ini berfokus
pada analisis terhadap regulasi legislasi nasional serta
instrumen hukum internasional yang relevan. Metode
yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum
normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis
konseptual dan yuridis legislatif yang tujuannya
menganalisis tanggung jawab hukum negara terkait
insiden keracunan makanan yang terjadi selama
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hukum normatif untuk menganalisis secara kritis norma-
norma hukum positif yang berlaku dan menilai relevansi
serta kecukupannya sebagai dasar akuntabilitas negara.
Yuridis konseptual digunakan untuk dan menilai relevansi
serta kecukupannya sebagai dasar akuntabilitas negara
dan tanggungjawab hukum negara dalam kerangka
pelayanan publik berbasis hak manusia, khususnya hak
atas makanan yang aman dan kesehatan dibawah rezim
hukum nasional dan internasional.'!

Kedua, artikel karya Arlando dan Ferdy Febrian yang
berjudul “Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan
MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan

Konsumen”. Jurnal ini berisi tentang pertanggunjawaban

""Emirza Nur Wicaksono, “State Accountability for Food Poisoning
in the Implementation of Free Nutritious Food Programs: A Legal
Perspective,” International Seminar 7 (2025): 129.



14

penyedia katering dalam Program MBG yang
berkedudukan sebagai pelaku usaha terhadap peserta
didik yang dikualifikasikan  sebagai  konsumen
berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.'?

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian
hukum normatif dengan fokus analisis terhadap norma
hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan dengan menelaah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen katering
dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip
tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Dengan penerapan prinsip ini, konsumen
tidak diharuskan untuk membuktikan unsur kesalahan
yang dilakukan.

Ketiga, artikel karya Arif Susanto dan I Nyoman
Suyatna yang berjudul “Implikasi Hukum Kesehatan

terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program

2Arlando and Ferdy Febrian, “Pertanggungjawaban Produsen Atas
Keracunan MBG Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan
Konsumen,” ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora
4, no. 2 (2026): 39.
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Makan  Bergizi  Gratis”.  Menganalisis  bentuk
pertanggungjawaban hukum di bidang kesehatan terkait
kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi
Gratis. (MBG). Metode penelitian yang diterapkan adalah
pendekatan yuridis, normatif dan empiris. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam kasus
ini bersifat multidimensi, yang mencakup tiga aspek, yaitu
aspek administratif, pidana, dan perdata. Negara memiliki
kewajiban konstitusional dan internasional untuk
menjamin hak masyarakat atas makanan yang aman dan
sehat.!3

Keempat, artikel karya Ontran Sumantri Riyanto dan
Mei Rianita Elfrida Sinaga yang berjudul “Penegakan Hak
Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus
Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau
dari Tanggung Jawab Negara”. Menganalisis tentang
penegakan hak anak atas makanan yang aman dan sehat
dalam Program MBG serta kaitannya dengan tanggung
jawab negara. Metode penelitian yang diterapkan adalah
penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan
analisis yuridis. Pendekatan ini bertujuan untuk

memahami mekanisme penegakan hak anak atas makanan

B3 Arif Susanto and I Nyoman Suyatna, “Implikasi Hukum Kesehatan
Terhadap Kasus Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi
Gratis Di Indonesia,” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 6,
no. 12 (2025): 1.
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yang aman dan sehat dalam Program MBG. Data primer
dilakukan melalui wawancara dan data sekunder berupa
peraturan perundang-undangan yang relevan.'*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka
regulasi hukum Indonesia telah menyediakan landasan
hukum normatif yang kuat bagi hak anak. Namun,
implementasinya regulasi tersebut masih menghadapi
tantangan yang sangat signifikan dalam tigas aspek utama,
yaitu pengawasan, alokasi sumber daya, dan kapasitas
teknis. Ketiga aspek tersebut merupakan faktor yang
berpotensi menyebabkan terjadinya kasus keracunan.
Temuan dalam penelitian ini juga mendapatkan bahwa
pertanggungjawaban negara dapat dilakukan melalui jalur
administratif, perdata, dan pidana. Tetapi dalam
pelaksanaannya belum optimal akibat kompleksitas
birokrasi, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan
terbatasnya akses keadilan bagi korban.

Kelima, artikel karya Amy Shientiarizki, Fajar
Rachmad Dwi Miarsa, dan Ahmad Heru Romadhon yang
berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Peserta Program

Makan Bergizi Gratis atas Ketidaksesuaian Standar Gizi

“Ontran Sumantri Riyanto and Mei Rianita Elfrida Sinaga,
“Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus
Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung
Jawab Negara.,” Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak
Asasi Manusia 4, no. 1 (2025): 1.
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Makanan yang di Terima”. Menganalisis tentang bentuk
perlindungan hukum bagi peserta Program MBG serta
menelaah  konstruksi  pertanggungjawaban  hukum
penyelenggara program ditinjau dari tiga perspektif
hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan
hukum pidana.'

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian
terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebagai
bahan hukum primer. Bahan hukum yang dianalisis
meliputi Peraturan Presiden tentang Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG), Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, serta perundang-undangan di bidang
Perlindungan Konsumen. Seluruh bahan hukum tersebut
dikaji dan dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian menemukan tiga poin penting.
pertama, perlindungan hukum bagi peserta MBG secara
normatif telah tersedia melalui instrumen hukum
administrasi, perdata, dan pidana. Namun demikian,

ketentuan-ketentuan tersebut belum disusun dalam suatu

SAmy Shientiarizki, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Ahmad Heru
Romadhon, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan
Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang
Diterima,” Al-Zayn: Jurnal Illmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026): 5213.
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sistem pertanggungjawaban yang terintegrasi dan
komprehensif. Kedua, dalam pengaturan akuntabilitas
berlapis masih  menyisakan  kekosongan  dan
ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan
ambiguitas dalam penentuan pihak yang bertanggung
jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap standar
keamanan dan mutu gizi. Ketiga, penelitian ini
menwarkan suatu model pertanggungjawaban berlapis
yang bersifat integratif sebagai upaya memperkuat
perlindungan hukum dalam penyelenggaraan program
pemenuhan gizi nasional. Model tersebut terdiri dari tiga
lapisan, yaitu lapisan administratif yang berfungsi
preventif, lapisan perdata yang berfungsi korektif melalui
ganti rugi, serta lapisan pidana yang berfungsi represif
terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi
peserta program.

Dari berbagai penelitian yang ditelaah tersebut, dapat
disimpulkan bahwa belum terdapat kajian secara khusus
yang membahas aspek pertanggungjawaban hukum dalam
penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis,
terutama yang berfokus pada urgensi pembentukan
regulasi khusus mengenai pertanggungjawaban hukum
dalam program tersebut. Sehingga penelitian ini hadir
untuk mengisi kekosongan (research gap) dengan

menawarkan analisis mendalam mengenai urgensi
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pembentukan regulasi pertanggungjawaban hukum guna
memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para
pihak, serta mendukung penyelenggaraan Program Makan

Bergizi Grtais yang lebih akuntabel.
E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sociological Jurisprudence Roscoe Pound
Teori Sociological Jurisprudence merupakan
salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang
menekankan bahwa hukum perlu dipahami dalam
kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Teori
ini dikembangkan oleh Roscoe Pound yang
berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipandang
hanya sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan
juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi
untuk mengatur dan menyeimbangkan berbagai
kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam
pandangan ini, hukum harus mampu beradaptasi
dengan dinamika sosial agar dapat berfungsi secara
efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.'®
Menurut Roscoe Pound, hukum memiliki fungsi
sebagai law as a tool of social engineering, yaitu

hukum dipergunakan sebagai alat untuk merekayasa

16Roscoe Pound, Jurisprudence, Vol. TI1 (St. Paul: West Publishing
Co, 1959), him 21.
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atau mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi
masyarakat yang lebih tertib dan adil.!” Konsep ini
menekankan bahwa pembentukan dan penerapan
hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang
terjadi  di masyarakat. Hukum yang tidak
memperhatikan kondisi sosial masyarakat berpotensi
tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena norma
hukum tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat yang diatur.

Dalam kerangka Sociological Jurisprudence,
hukum juga memiliki fungsi untuk melindungi dan
menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada
dalam masyarakat. Roscoe Pound
mengklasifikasikan kepentingan tersebut ke dalam
tiga kategori, yaitu kepentingan individu (individual
interests), kepentingan publik (public interests), dan
kepentingan sosial (social interests).'® Kepentingan
individu berkaitan dengan perlindungan hak-hak
pribadi masyarakat, seperti hak atas kesehatan dan
keselamatan. Kepentingan publik berkaitan dengan
fungsi negara dalam menyelenggarakan

pemerintahan dan kebijakan publik. Sementara itu,

"Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (New
Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 47.

8Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014), hlm. 34.
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kepentingan sosial berkaitan dengan terciptanya
keteraturan serta kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. Dengan demikian, hukum berperan
untuk menjaga keseimbangan antara ketiga
kepentingan tersebut agar tercipta kehidupan sosial
yang harmonis.

Dalam konteks penelitian mengenai
pertanggungjawaban hukum dalam Program Makan
Bergizi Gratis, teori Sociological Jurisprudence
menjadi relevan karena program tersebut merupakan
kebijakan publik yang secara langsung berkaitan
dengan kepentingan masyarakat. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas  gizi
masyarakat, khususnya bagi peserta didik sehingga
memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Namun
demikian, dalam pelaksanaannya terdapat potensi
risiko, seperti kemungkinan terjadinya keracunan
makanan yang dapat menimbulkan kerugian bagi
masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena
sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari aspek
hukum khususnya terkait dengan perlindungan
masyarakat serta  pertanggungjawaban  pihak

penyelenggara program.
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Berdasarkan perspektif Sociological
Jurisprudence, apabila dalam pelaksanaan suatu
kebijakan publik muncul permasalahan sosial yang
berpotensi merugikan masyarakat, maka hukum
harus hadir untuk memberikan perlindungan serta
menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang
jelas. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi
sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai
sarana untuk memastikan bahwa kebijakan
pemerintah dilaksanakan secara bertanggung jawab
dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu,
diperlukan analisis hukum yang menghubungkan
antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi
sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program
tersebut.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, penelitian
ini akan di analisis didasarkan pada prinsip
Sociological Jurisprudence. Mekanisme analisis
tersebut dimulai dengan identifikasi problematika
berdasarkan fakta sosial yang terjadi dalam
masyarakat, yaitu adanya potensi atau kasus
keracunan makanan dalam pelaksanaan Program
Makan Bergizi Gratis. Tahap ini penting karena teori

Sociological Jurisprudence menekankan bahwa
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hukum harus berangkat dari realitas sosial yang
terjadi dalam masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah analisis problematika
terhadap berbagai kepentingan yang terlibat dalam
pelaksanaan program, baik kepentingan individu,
kepentingan publik, maupun kepentingan sosial.
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa saja
problematika yang menyinggung tiga kepentingan
tersebut dan bagaimana  hukum dapat
menyeimbangkan kepentingan masyarakat sebagai
penerima manfaat program dengan kepentingan
pemerintah atau program pemerintah sebagai
penyelenggara kebijakan publik. Dengan demikian,
penelitian  ini  dapat melihat secara lebih
komprehensif mengenai posisi hukum dalam
memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penelitian in1 melakukan evaluasi
terhadap kecukupan pengaturan hukum yang berlaku
untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah
memberikan pengaturan yang memadai mengenai
pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis. Apabila ditemukan
adanya kekosongan atau kelemahan pengaturan

hukum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa
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hukum belum sepenuhnya mampu merespons
kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat.
Tahap terakhir dalam mekanisme analisis adalah
perumusan kebutuhan pembentukan atau penguatan
peraturan mengenai pertanggungjawaban hukum
dalam Program Makan Bergizi Gratis. Dalam
perspektif Sociological Jurisprudence, pembentukan
hukum harus didasarkan pada kebutuhan nyata
masyarakat serta bertujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak
hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku akan
tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang
terjadi dalam masyarakat sebagai dasar dalam
merumuskan kebutuhan pembentukan peraturan.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami
bahwa teori Sociological Jurisprudence memberikan
kerangka analisis yang komprehensif dalam
penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk
menghubungkan antara norma hukum dengan realitas
sosial yang terjadi dalam pelaksanaan Program
Makan Bergizi Gratis. Melalui teori ini, penelitian
dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai
urgensi ~ pembentukan  peraturan  mengenai

pertanggungjawaban hukum Badan Gizi Nasional
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terhadap korban keracunan dalam program tersebut,
sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam

memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Teori Siyasah Tasyri‘iyyah Yusuf al-Qaradawi

Siyasah Tasyri‘iyyah merupakan bagian dari
bidang figh Siyasah dustiriyyah yang berfungsi
sebagai penetapan hukum yang sesuai dengan
syariat.!” Siyasah Tasyri‘iyyah merupakan konsep
dalam Islam yang mengacu pada penerapan hukum
Islam (syari‘ah) dalam urusan pemerintahan dan
legislatif. Siyasah Tasyri‘iyyah terbagi menjadi dua
kata yakni “Siyasah” dan “Tasyri‘iyyah” dimana
“Siyasah” memilki arti “kebijakan” sedangkan
“Tasyri‘iyyah” yang berasal dari kata “Tashri‘ah”
yang artinya “hukum atau perundang-undangan”
dalam Islam. Secara harfiah makna dari Siyasah
Tasyri iyyah adalah merujuk pada kebijakan atau tata
kelola yang didasarkan pada hukum Islam.

Teor1 Siyasah Tasyri‘iyyah dalam pemikiran
Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa pemerintah
memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan
atau peraturan sepanjang kebijakan tersebut bertujuan

untuk  mewujudkan kemaslahatan masyarakat

19]. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,
Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 40.
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(maslahah) serta mencegah terjadinya kerugian atau
kemudaratan (mafsadah). Dalam pandangannya,
kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus
berorientasi pada kepentingan masyarakat serta
sejalan dengan nilai keadilan dan perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat.?°

Menurut Yusuf al-Qaradawi, pemerintah sebagai
pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk
mengatur kehidupan masyarakat melalui
pembentukan kebijakan yang dapat menjamin
kesejahteraan, keamanan, dan keadilan sosial. Oleh
karena itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang
ditimbulkan bagi masyarakat serta memastikan
bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan
kerugian bagi masyarakat.*!

Dalam konteks penelitian mengenai
Pertanggungjawaban Hukum Badan Gizi Nasional
terhadap Korban Keracunan dalam Program Makan
Bergizi Gratis, teori tersebut memiliki relevansi yang

kuat. Program ini merupakan kebijakan pemerintah

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi

20yusuf Al-Qaradawi, Min Figh Al-Dawlah Fi Al-Islam (Kairo: Dar
al-Shuruq, 1997), him. 115.

MYusuf Al-Qaradawi, Figh Al-Awlawiyyat (Kairo: Al-Maktab al-
Islami, 1999), him. 52.
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masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan
pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan publik
yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam
Siyasah  Tasyri‘iyyah  karena bertujuan untuk
meningkatkan  kesejahteraan ~ dan  kesehatan
masyarakat.

Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan
program tersebut terjadi keracunan makanan yang
menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka
pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan
adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Dalam perspektif Siyasah Tasyri‘iyyah menurut
Yusuf al-Qaradawi, pemerintah tidak hanya
bertanggung jawab dalam membuat kebijakan yang
bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga harus
memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan
secara aman serta memberikan perlindungan kepada
masyarakat apabila terjadi kerugian.

Dengan demikian, penelitian mengenai urgensi
pembentukan peraturan tentang pertanggungjawaban
hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat
dianalisis melalui teori Siyasah Tasyri ‘iyyah karena
teori ini  menekankan pentingnya kebijakan
pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan

masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak
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masyarakat. Dalam hal ini, pembentukan peraturan
mengenai pertanggungjawaban hukum Badan Gizi
Nasional terhadap korban keracunan makanan
merupakan bentuk implementasi dari prinsip hukum
Islam khususnya dalam teori Siyasah Tasyri‘iyyah,
yaitu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak
hanya memberikan manfaat namun juga memberikan
perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut,
penelitian ini tidak hanya mengkritisi kelemahan
normatif dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024, tetapi
juga menawarkan konstruksi hukum yang adaptif dan
berkeadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian
lapangan (field research), karena menggali informasi
dari  pihak-pihak petugas Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) Wirobrajan Kota
Yogyakarta dan SPPG Tlogoadi Kabupaten Sleman
serta guru-guru dari sekolah SMAN 1 Yogyakarta,
SDN Tamansari I Yogyakarta, SMPN 1 Mlati, dan

SDN Tirtoadi sebagai pihak penerima manfaat untuk
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.22 Penelitian ini

mendapatkan informasi yang akurat
menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada
pembahasan analisis mendalam terhadap urgensi
pembentukan peraturan perundang-undangan terkait
pertanggungjawaban hukum dalam Program Makan

Bergizi Gratis.”?

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu
penelitian yang bertujuan menggambarkan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang
diteliti.>* Penelitian ini dilakukan melalui dua
tahapan, yaitu mendeskripsikan berbagai fakta dan
data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,
kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis
terhadap fakta-fakta  tersebut. Maksudnya
menguraikan fenomena berdasarkan teori dan pisau
analisis, menerapkan cara-cara penafsiran dengan

menyajikannya dalam bentuk deskripsi.?®

2Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5.

BJohn W Creswell and J. David Creswell, Research Design:
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Cet. Ke-5
(California: SAGE Publication, Inc, 2018), hlm. 57-58.

24Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, Metodologi Penelitian
Hukum Islam, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.

2’Ratna Nyoman Kutha, Penelitian Sastra: Teori, Metode, Dan Teknik
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 49.
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Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk
memberikan gambaran tentang realitas hukum yang
berkembang dalam pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis, sedangkan analisisnya digunakan
untuk menguraikan hubungan antara norma hukum,
teori Sociological jurisprudence, dan konsep Siyasah
Tasyri ‘iyyah terhadap urgensi pembentukan peraturan
khusus yang mengatur pertanggungjawaban hukum

dalam Program Makan Bergizi Gratis.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis
empiris, yakni sebuah metode penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya
yang terjadi dilapangan atau dimasyarakat dengan
mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan
pokok permasalahan yang diteliti.?

Pendekatan empiris dalam penelitian berfokus
pada seberapa butuh atau seberapa pentingnya dibuat
peraturan perundang-undangan hukum
pertanggungjawaban terkait kasus keracunan dalam
Program Makan Bergizi Gratis. Dalam pendekatan ini

memungkinkan peneliti mengamati secara langsung

%Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian
Hukum  Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan  Hukum
Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 27-28.
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apa yang terjadi dilapangan yang menyebabkan

pentingnya peraturan tersebut dibuat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga
sumber yaitu: sumber data pertama, data primer
menggunakan data yang diperoleh secara langsung
oleh peneliti dari sumber utama atau informan
pertama tanpa melalui perantara pihak ketiga.?’ Data
primer dalam penelitian ini yaitu, pertama observasi,
peneliti melakukan pra riset atau pengamatan melalui
web ataupun berita terkait daerah yang pernah
mengalami insiden keracunan dan dari pengamatan
yang peneliti lakukan terdapat beberapa wilayah di
Daerah Istimewa Yogyakarta yang pernah mengalami
keracunan, yaitu daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul. Namun,
peneliti akan mengambil dua daerah saja yaitu Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Gunungkidul
tidak peneliti ambil sebagai lokasi penelitian
dikarenakan jarak lokasi yang terlalu jauh dan
terhalang oleh izin yang sangat rumit. Kedua,
wawancara langsung dengan pihak-pihak petugas

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

2Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-1
(Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), him. 21.
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Wirobrajan Kota Yogyakarta dan SPPG Tlogoadi
Kabupaten Sleman serta guru-guru dari sekolah
SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari I Yogyakarta,
SMPN 1 Mlati, dan SDN Tirtoadi selaku penerima
manfaat. Ketiga, Dokumentasi dengan para
narasumber.

Sumber data kedua, yaitu data sekunder
berfungsi sebagai data pelengkap dan penguat
terhadap temuan data primer yang diperoleh melalui
penelusuran dokumen, artikel, berita, buku-buku,
laporan hasil penelitian, serta sumber-sumber yang
relevan dengan topik penelitian. Sumber data ketiga,
data tersier merupakan referensi tambahan yang
berfungsi mengoptimalkan dan mendukung validitas
dari data primer maupun data sekunder.”® Data ini
diperoleh dari sumber eksternal yang tidak terkait
secara langsung dengan objek penelitian, namun
memiliki relevansi substansial seperti kamus,

ensiklopedia, serta literatur pendukung lainnya.

28Undari Sulung and Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data
Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” Jurnal Edu Research :
Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS) 5, no. 3
(2024): 113.
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5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan di dua tempat atau dua
wilayah yang terletak di Daerah Istimewa
Yogyakarta  yaitu  pertama  Kecamatan
Wirobrajan Kota Yogyakarta. Kedua, Kecamatan
Mlati Kabupaten Sleman. Peneliti melakukan
observasi di dua wilayah tersebut dengan
mencari info terkait keracunan Program MBG
melalui web ataupun berita, keracunan terjadi di
sekolah SMAN 1 Kota Yogyakarta pada tanggal
15 Oktober 2025 dengan jumlah siswa yang
keracunan sebanyak 426 siswa. Kemudian
sekolah SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP
Muhammadiyah 3 Mlati, dan SMP Pamungkas
Mlati dengan total siswa keracunan sebanyak

212 siswa.

b. Wawancara
Wawancara merupakan metode interaksi dan
komunikasi secara langsung antara peneliti
dengan informan guna mendalami substansi

penelitian.’ Dalam konteks ini, wawancara

PSyafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, Cet. Ke-1
(Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 46.
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dilakukan dengan pihak-pihak petugas SPPG
Wirobrajan Kota Yogyakarta dan SPPG
Tlogoadi Kabupaten Sleman serta guru-guru dari
sekolah SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari [
Yogyakarta, SMPN 1 Mlati, dan SDN Tirtoadi
untuk mendapatkan informasi terkait seberapa
pentingnya  dibuat peraturan  perundang-
undangan tentang pertanggungjawaban hukum
mengenai keracunan dalam Program Makan

Bergizi Gratis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data dengan cara mencatat data-
data dan informasi yang telah tersedia, artinya
mengumpulkan informasi dilapangan dalam
bentuk arsip foto dan sebagainya.’® Hasil
dokumentasi dalam penelitian ini berupa arsip
foto hasil wawancara dengan pihak-pihak
petugas SPPG Wirobrajan Kota Yogyakarta dan
SPPG Tlogoadi Kabupaten Sleman serta guru-
guru dari sekolah SMAN 1 Yogyakarta, SDN
Tamansari I Yogyakarta, SMPN 1 Mlati, dan
SDN Tirtoadi dilapangan selama penelitian.

A, Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif &
Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hlm. 51.
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6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi teknik analisis
kualitatif lima tahap yang dikembangkan oleh
Creswell.’! Tahap pertama, yaitu pengumpulan data
(data  collecting)  yang  bertujuan  untuk
mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta memetakan
data berdasarkan berbagai aspek penelitian. Proses ini
menjadi landasan dasar dalam pembentukan teori
secara bertahap dan membangun alur analisis yang
menyatu, dengan seluruh data yang dikumpulkan
berdasarkan masalah penelitian yang telah ditetapkan
sebelumnya. Tahap kedua, reduksi data (data
reduction) yang berfungsi sebagai menyederhanakan
data melalui proses tabulasi dan pengkategorian
berdasarkan kesamaan makna, dilakukan dengan cara
memilih, meyederhanakan, dan memusatkan
perhatian pada data-data yang didapat dilapangan.
Pada tahap ini, penelitt menyeleksi fakta-fakta di
lapangan yang menunjukkan lemahnya regulasi
pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kasus
keracunan massal.

Tahap ketiga, penyajian data (data display) yang

berfungsi  untuk  menguji  validitas  data,

31John W. Creswell dan J. David Creswell, Research Design:
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, him. 257.
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mengidentifikasi hubungan, serta menilai kebutuhan
transformasi data sebelum dilakukan analisis tingkat
lanjut dan menyarankan bentuk serta jenis model
yang sesuai dengan tujuan agar mudah dipahami.
Tahap keempat, interpretasi data (data interpretation)
teknik analisis ini digunakan dengan tujuan
memberikan penafsiran atau makna dari hasil
penelitian dengan menginterpretasikan sebagai
proses meninjau data hingga sampai pada kesimpulan
yang relevan dengan menggunakan berbagai metode
analisis.

Tahap kelima, tahapan terakhir adalah
kesimpulan (data conclusion) bertujuan untuk
memastikan makna data, memilah data, serta
menjamin kualitas hasil penelitian. Pada tahap ini,
peneliti merangkum pola atau tema utama,
menampilkan temuan, mengelompokkan variabel,
dan menjelaskan hasil secara spesifik hingga dapat
dipahami dalam konteks yang lebih luas, sehingga
diperoleh kesimpulan yang merangkum informasi

penting dari seluruh proses penelitian.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan  susunan
penulisan yang disajikan secara terstruktur, mulai dari

bagian awal, isi, hingga penutup untuk menunjukkan alur
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penyusunan tesis. Dalam hal ini, penulis menggunakan
sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama pendahuluan yang berisi dari latar
belakang, rumusan masalah yang hendak dibahas, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis,
metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan teori apa saja yang
digunakan oleh penulis. Pada pembahasan teori, penulis
menggunakan teori Sociological Jurisprudence dan teori
kedua penulis menggunakan teori Siyasah Tasyri‘iyyah
secara menyeluruh, mulai dari etimologi siyasah dan
tasyri ‘iyyah.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tempat
penelitian, SPPG di Daerah Istimewa Yogyakarta, standar
minimum ruangan, peralatan masak, dan peralatan makan
SPPG, mekanisme operasional Program MBG di SPPG
Wirobrajan dan SPPG Tlogoadi, faktor-faktor penyebab
terjadinya keracunan, dan evaluasi mekanisme setelah
terjadi keracunan. Serta penyajian data berupa fakta-fakta
lapangan mengenai pelaksanaan atau mekanisme dalam
Program Makan Bergizi Gratis.

Bab keempat menganalisis problematika yang
muncul sehingga pentingnya pembentukan peraturan
perundang-undangan  tentang  pertanggungjawaban

hukum terhadap korban keracunan dalam Program Makan
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Bergizi Gratis (MBG), Urgensi Pertanggungjawaban
Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis,
Selanjutnya tinjauan Siyasah Tasyri‘iyyah mengenai
Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan
Bergizi Gratis.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran.
Dalam kesimpulan menunjukkan intisari dari hasil
penelitian yang diteliti. Sementara saran atas penelitian ini
akan memberikan rekomendasi konstruktif yang

membangun secara teoritis maupun praktis.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai
problematika yang menjadi persoalan sehingga
dibutuhkan sebuah peraturan. Problematika utama
yaitu munculnya kasus keracunan makanan di Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kemudian
disusul problematika lainnya yaitu, seperti kurangnya
pengawasan terhadap kualitas pangan, adanya
kesenjangan dalam mekanisme operasional atau tata
kelola  pendistribusian, kurangnya kepatuhan
terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP),
peraturan yang ada yaitu berupa SOP dan Peraturan
Presiden (Perpres) belum maksimal atau belum
efektif memberikan perlindungan terhadap para
penerima manfaat, belum adanya peraturan yang
secara tegas mengatur subjek yang bertanggungjawab
jika terjadi keracunan, serta belum adanya
mekanisme ganti rugi.

Fenomena keracunan dalam Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) memperlihatkan bahwa hukum belum
sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial yang

berkembang di masyarakat. Seharusnya hukum harus

141
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mampu hadir untuk menjawab kebutuhan nyata
masyarakat, melihat kekosongan norma mengenai
mekanisme pertanggungjawaban hukum
menyebabkan ketidakpastian hukum serta berpotensi
menimbulkan tumpang tindih tanggungjawab.
Dengan demikian, diperlukan pembentukan regulasi
khusus yang secara jelas mengatur bentuk
pertanggungjawaban hukum mulai dari subjek
hukum yang Dbertanggungjawab serta bentuk
sanksinya baik itu berupa administratif, perdata,
maupun pidana dalam penyelenggaraan Program
MBG guna memberikan perlindungan hukum yang
lebih efektif kepada masyarakat serta sebagai bentuk
implementasi prinsip keadilan, perlindungan hak
masyarakat, serta upaya preventif agar kasus serupa
tidak terus berulang di masa yang akan datang.

Berdasarkan  tinjauan  Sivasah  Tasyri‘iyyah,
pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan
kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan
masyarakat serta mencegah terjadinya kemudaratan
(mafsadah). Program MBG merupakan bentuk
kebijakan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan
karena bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat. Namun, Munculnya

keracunan makanan diberbagai sekolah di Daerah
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Istimewa  Yogyakarta  yang  membahayakan
keselamatan penerima manfaat, maka negara melalui
Badan Gizi Nasional memiliki tanggungjawab
perlindungan dan kepastian hukum terhadap

penerima manfaat.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mengajukan

beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1.

Kepada Pemerintah: Melakukan pembentukan
regulasi khusus yang komprehensif, mengingat
adanya kekosongan norma mengenai mekanisme
pertanggungjawaban  hukum, BGN  bersama
Pemerintah Pusat perlu segera merumuskan regulasi
setingkat Undang-undang yang secara eksplisit
mengatur bentuk pertanggungjawaban hukum baik
berupa administratif, perdata, maupun pidana jika
terjadi kasus keracunan makanan.

Kepada Badan Gizi Nasional (BGN): BGN perlu
memperketat atau adanya penegasan terhadap
Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti harus
memastikan bahwa seluruh Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar fasilitas
dapur, penegasan terhadap danger zone yaitu batas
waktu layak makanan, serta melakukan pelatihan

berkala terhadap kepatuhan penggunaan Alat
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pelindung Diri (APD) bagi seluruh pihak pengelola
makanan untuk menjamin higienitas selama proses
produksi hingga pemorsian.

Kepada Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini terbatas
pada analisis pembentukan pertanggungjawaban
hukum  berdasarkan  perspektif — Sosiological
Jurisprudence dan Siyasah Tasyri‘iyyah. Penelitian
selanjutnya disarankan melakukan studi komparasi
mengenai regulasi Program pemberian makan gratis
untuk peserta didik di negara lain, seperti Jepang dan
Korea Selatan. Hal ini dengan tujuan untuk melihat
bagaimana efektivitas mekanisme ganti rugi dan
pertanggungjawaban  hukum  negara  dalam

melindungi warga negaranya.
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